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      ABSTRAK  

 

UPAYA RENVOI TERHADAP KESALAHAN PENGETIKAN  

MINUTA AKTA YANG DI BUAT OLEH NOTARIS 

  

DELA RAHMA ZAHRA 

 

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. 

Notaris harus memastikan bahwa setiap akta yang ia buat bebas dari kesalahan, baik 

itu kesalahan substantif maupun kesalahan non-substantif. Kesalahan pengetikan 

dalam akta notaris dapat mempengaruhi keabsahan dan kejelasan isi akta. Upaya 

renvoi dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut tanpa mengubah substansi 

akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme atau prosedur serta 

upaya renvoi terhadap kesalahan pengetikan minuta akta yang dibuat oleh notaris. 

Renvoi, sebagai proses pembetulan kesalahan dalam akta notaris, memiliki peranan 

penting dalam menjaga keabsahan dokumen hukum. Penelitian ini menggunakan 

metode yuridis normatif yang didukung dengan data empiris berupa wawancara 

untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai praktik renvoi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mekanisme renvoi terdiri dari beberapa langkah, 

termasuk identifikasi kesalahan, pemberitahuan kepada pihak terkait, dan 

pelaksanaan pembetulan yang melibatkan semua pihak. Notaris diharuskan untuk 

mencatat setiap perubahan dalam berita acara dan memastikan transparansi selama 

proses tersebut. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami konsep 

renvoi dan prosedur perbaikannya. Minimnya pengetahuan ini dapat menyebabkan 

kesalahpahaman, terutama ketika terdapat kesalahan dalam akta yang memerlukan 

pembetulan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat 

memahami hak dan kewajibannya terkait akta notaris serta mekanisme 

perbaikannya. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme 

renvoi yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan notaris 

dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam akta. Diharapkan 

hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan praktik kenotariatan 

di Indonesia serta memberikan masukan untuk penelitian lebih lanjut mengenai 

aspek-aspek lain dalam profesi notaris. 

 

Kata Kunci: Renvoi, Notaris, Kesalahan  Pengetikan,  Minuta  Akta,  Mekanisme, 

Prosedur. 

  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

EFFORTS OF RENVOI IN CORRECTING TYPOGRAPHICAL ERRORS 

IN THE MINUTA OF A DEED MADE BY NOTARY  

 

DELA RAHMA ZAHRA 

A notary is a public official authorized to create authentic deeds. A notary must 

ensure that every deed they draft is free from errors, whether substantive or non-

substantive. Typographical errors in notarial deeds can affect their validity and 

clarity. The renvoi procedure is carried out to correct such errors without altering 

the substance of the deed. This study aims to analyze the mechanisms, procedures, 

and efforts involved in the renvoi process for typographical errors in the minutes of 

deeds drafted by a notary. As a process of correcting errors in notarial deeds, renvoi 

plays a crucial role in maintaining the validity of legal documents. This research 

employs a normative juridical method supported by empirical data through 

interviews to gain a deeper understanding of renvoi practices. The findings indicate 

that the renvoi mechanism consists of several steps, including error identification, 

notification to the relevant parties, and the execution of corrections involving all 

concerned parties. Notaries are required to record every change in an official report 

and ensure transparency throughout the process. However, many people still lack 

an understanding of the concept of renvoi and its correction procedures. This lack 

of knowledge can lead to misunderstandings, especially when errors in a deed 

require correction. Therefore, broader socialization efforts are needed to ensure the 

public understands their rights and obligations regarding notarial deeds and the 

renvoi mechanism. Overall, this study emphasizes that an effective renvoi 

mechanism can contribute to improving the quality of notarial services and legal 

protection for all parties involved in a deed. The findings are expected to serve as 

a reference for the development of notarial practices in Indonesia and provide 

insights for further research on other aspects of the notarial profession. 

Keywords: renvoi, typing errors, deeds, legal documents, Notaries. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

 Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum, yang menjamin 

perlindungan, ketertiban, dan keamanan hukum bagi seluruh warganya. Undang-

Undang Dasar 1945 dan Pancasila menjadi penekanan pada prinsip keadilan dan 

kebenaran menjadi sangat penting. Mewujudkan dan memastikan perlindungan 

serta ketertiban hukum dibutuhkan dokumen resmi yang Otentik, terutama dalam 

proses hukum dan peristiwa yang harus sesuai dengan keadaan tertentu. Notaris 

adalah jabatan publik yang diangkat dan diberhentikan oleh pihak berwenang, 

dalam hal ini oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jabatan ini bertujuan 

untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.1 

 Perkembangan zaman yang semakin maju mendorong permintaan serta 

kebutuhan akan akta asli sebagai alat bukti meningkat seiring dengan peningkatan 

kebutuhan masyarakat terutama dalam hal hukum waris, pinjam meminjam, kredit, 

jual beli, serta terutama dalam bidang hukum keperdataan. Seorang Notaris 

memiliki kekuasaan khusus yang membedakannya dari pejabat lain. Kekuasaan ini  

meliputi penyusunan Akta Otentik yang mencakup semua keputusan, kesepakatan, 

dan tindakan yang diinginkan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta 

pihak-pihak yang terlibat. Peran Notaris penting dalam pembuktian dokumen. 

 
1 Integrasi Solusi, Macam-Macam Surat Yang Dikeluarkan Oleh Notaris, diakses dari 

https://integrasolusi.com/blog/macam-macam-surat-yang-dikeluarkan-oleh-notaris/ Pada 22 

Oktober 2024, Pukul 10.21 WIB. 

https://integrasolusi.com/blog/macam-macam-surat-yang-dikeluarkan-oleh-notaris/
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Pengaturan hukum tentang Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris (UUJN).2 Pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) 

menyatakan bahwa “Notaris diberi wewenang oleh negara dalam melaksanakan 

tugas negara yaitu membuat produk hukumnya yaitu akta asli (Otentik).” Notaris 

adalah sebuah posisi yang mengandalkan kepercayaan, yang berarti bahwa dalam 

melaksanakan tugasnya, mereka dapat diandalkan dan saling mendukung satu sama 

lain.3 

Seorang Notaris yang ditunjuk oleh negara memiliki kewenangan dan 

tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dalam melindungi hak-hak individu 

atau entitas hukum yang memerlukan dokumen resmi. Dokumen ini dianggap 

sebagai bukti yang sah dan kuat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan, "Notaris adalah pejabat umum 

yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang 

lainnya."4   

Adapun selain Notaris, pejabat yang diberikan wewenang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, yaitu:5  

1. Consul (Coculair Wet); 

 
2 Irma Devita Purnamasari, Akta Notaris Sebagai Akta Otentik, diakses dari http s://www 

.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04/ Pada 25 September 

2024, Pukul 22.04 WIB. 
3 Habib Adjie, 2014, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT, Citra Aditya Bakti 

Bandung, hlm.12. 
4  Habib Adjie, 2020, “Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Cet 1, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.58. 
5  H. Budi Untung, 2002, “Visi Global Notaris”, Yogyakarta: Yogyakarta Andi 2005, 

hlm.43-44. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04/
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2. Kementrian Kehakiman yang menetapakan Kepala Daerah;  

3. Notaris pengganti;  

4. Juru sita yang ada pada pengadilan negeri; dan  

5. Pegawai kantor pada catatan sipil.  

Seorang Notaris wajib melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, profesi 

Notaris yang harus berpegang pada kode etik serta peraturan yang ditetapkan.6 Jika 

Notaris tersebut tidak mematuhi ketentuan yang ada, hal ini berpotensi 

menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang berurusan dengan Notaris. 

Tindakan yang disengaja, kesalahan, atau kelalaian yang dilakukan oleh 

Notaris dalam menjalankan tugasnya dapat berdampak pada keabsahan Akta 

Otentik yang mereka buat. Akibat hukum yang terjadi apabila dalam Akta Otentik 

terjadi kesalahan pengetikan atau penulisan ialah batal demi hukum atau dianggap 

tidak pernah ada (van reachtwege nietig) serta Akta Otentik tersebut dibatalkan 

(vernietigbaar). Hal tersebut menyebabkan akta tersebut akan sama halnya dengan 

akta dibawah tangan (underhands acte), sehingga dapat berakibat Notaris tersebut 

diharuskan membayar biaya ganti rugi dalam hal tersebut.7  Akta Otentik Notaris 

berfungsi sebagai bukti hukum yang sangat kuat dan lengkap. Ini berarti bahwa 

semua informasi yang tercantum dalam Akta Otentik tersebut dianggap sah, kecuali 

jika pihak yang memiliki kepentingan dapat memberikan bukti yang berbeda di 

depan pengadilan.  

 
6  A. A. Andi Prajitno, 2010, “Apa Dan Siapa Notaris Indonesia?” Cetakan Pertama, 

Surabaya: Putra Media Nusantara, hlm.92. 
7 Made Ciria Angga Mahendra, 2019, “Akbat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada 

Akta Yang Dibuat Notaris.” Jurnal Hukun Acta Comitas, Vol 4, No.2. 
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Dokumen resmi yang disusun oleh seorang notaris dapat dikategorikan menjadi: 8 

1.  Akta yang dibuat “oleh” (door) Notaris atau yang dinamakan “akta relaas” 

atau “akta pejabat” (ambtelijke akten);  

2.  Akta yang dibuat “dihadapan” (ten overstaan) Notaris atau yang dinamakan 

“akta partij” (partij akten).9  

Akta Partij merupakan salah satu bentuk dokumen resmi yang disusun di depan 

Notaris sesuai permintaan dan informasi dari pihak-pihak yang hadir. Dokumen ini 

diakui sebagai akta Otentik yang memiliki kekuatan bukti yang tinggi, kecuali jika 

ada bukti yang membantahnya atau yang dapat menyatakan sebaliknya. 10  

Seorang Notaris memiliki peranan krusial dalam memberikan kepastian 

hukum kepada semua pihak melalui pembuatan Akta Partij. Dalam proses 

pembuatan Akta Otentik ini, Notaris diharuskan untuk mendengarkan dan mencatat 

informasi atau pernyataan dari pihak-pihak yang hadir, yang kemudian dituangkan 

ke dalam Akta Otentik. Contoh dari Akta Otentik yang termasuk dalam kategori 

Akta Partij meliputi Akta Jual Beli, Akta Perjanjian Kredit, Akta Kuasa, Akta Sewa 

Menyewa, serta Akta Pendirian Perseroan Terbatas. 

Akta relaas merupakan dokumen resmi yang disusun oleh Notaris setelah 

melakukan pengamatan langsung terhadap suatu kejadian atau tindakan yang 

dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dalam Akta Otentik ini, Notaris mencatat 

 
8  Nelly Juwita (2013), “Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Yang Salinannya Telah 

Dikeluarkan”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol 2, hlm.3. 
9 G.H.S Lumban Tobing, 1999, “Peraturan Jabatan Notaris”, Jakarta: Erlangga, hlm. 51-

52. 
10  Rio Utomo Hably, 2021, “Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij 

(Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:1003K/PID/2015)”, Jurnal Hukum Adigama, 

Vol 2, No.2. 
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secara rinci semua yang ia lihat dan dengar, sehingga dokumen atau Akta Otentik 

ini memiliki tingkat kekuatan bukti yang tinggi.11 Berita acara dan pencatatan budel 

merupakan beberapa contoh dari akta relaas. Kekuatan hukum akta relaas terletak 

pada kehadiran Notaris sebagai saksi dan pencatat peristiwa tersebut.12 

Akta Otentik dapat disusun di hadapan Notaris dalam dua bentuk: in 

originali dan in minuta. Bentuk in originali berarti tidak ada minuta yang 

menyertainya, tetapi Akta Otentik tersebut dibuat dalam beberapa salinan. Setiap 

salinan Akta Otentik harus mencantumkan cap sidik jari yang di cetak langsung 

dengan tinta atau tanda tangan (sebagai pengganti) dari semua pihak yang terlibat.13 

Akta in originali dapat di tandatangani pada bentuk, isi, waktu yang sama serta 

dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, dengan memiliki ketentuan yaitu pada 

setiap Akta Otentik tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU 

BERLAKU UNTUK SEMUA”. Akta in originali hanya bisa dibuat 1 (satu) 

rangkap pada Akta Otentik yang berisi kuasa dan belum ditulis nama penerima 

kuasa.14 Pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan 

Notaris (UUJN), terdapat bentuk dan tata cara pembuatan Akta Otentik dimuat. 

Akta in minuta menurut “Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan Akta Otentik asli yang dimana dalam 

akta tersebut terdapat tanda tangan Notaris, para saksi serta para pihak penghadap.”  

 
11  Shannon Lorelei, “Mengenal Perbedaan Akta Notaris, Legalisasi, Legalisir, dan 

Waarmerking, diakses dari https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/mengenal-perbedaan-akta-notaris-

legalisasi-legalisir-dan-waarmerking/ Pada 27 September 2024, Pukul 20.24 WIB.” 
12  Dedy Pramono, 2015, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku 

Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, Lex Jurnalica, Vol 12, No.3. 
13 Rudy Haposan Siahaan, 2021, “Notaris: Pengangkatan, Pengawasan, Pembinaan serta 

Organisasi”, Medan: USU Press, hlm. 68. 
14 Rudy Haposan Siahaan, hlm.69. 

https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/mengenal-perbedaan-akta-notaris-legalisasi-legalisir-dan-waarmerking/
https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/mengenal-perbedaan-akta-notaris-legalisasi-legalisir-dan-waarmerking/
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Akta Otentik tersebut akan disimpan oleh Notaris sesuai dengan ketentuan 

protokol Kenotariatan. Sedangkan, untuk para pihak diberikan Akta Otentik 

salinan. Salinan Akta Otentik “menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menerangkan bahwa salinan akta 

Otentik merupakan salinan setiap kata dari keseluruhan Akta Otentik serta pada 

bagian bawah akta salinan terdapat kalimat diberikan sebagai salinan yang sama 

bunyinya”. Bentuk salinan Akta Otentik ini hanya di tanda tangani oleh Notaris.15 

Pada praktiknya tentu seorang Notaris dalam melakukan pengetikan Akta 

Otentik harus di lakukan dengan hati-hati. Namun, Notaris adalah manusia biasa 

yang tidak terhindar dari kemungkinan melakukan kesalahan. Saat ini masih banyak 

Notaris yang melakukan kesalahan pengetikan dalam pembuatan Akta Otentik. 

Kesalahan-kesalahan ini umumnya bukan disengaja, melainkan akibat kelalaian 

yang tidak disadari oleh Notaris itu sendiri. Misalnya, kesalahan dalam penempatan 

huruf, pengetikan yang kurang atau berlebihan. Hal ini dapat mengakibatkan, isi 

Akta Otentik menjadi tidak sesuai atau berbeda maksud serta makna dari yang 

seharusnya ingin dinyatakan oleh pihak-pihak terkait. Ketidakcermatan Notaris 

dalam menyusun Akta Otentik dapat berimplikasi hukum, baik dalam ranah pidana 

maupun perdata. 

Kesalahan pengetikan pada Akta Otentik Notaris dapat dikategorikan 

menjadi dua jenis. Pertama, kesalahan yang bersifat substantif, yaitu kesalahan 

yang menyebabkan adanya perbedaan dalam maksud atau makna substansi akta 

 
15 “UU RI NO 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Citra Umbara, 2016, hlm. 

66. 
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Otentik. Jenis kesalahan ini bisa berupa kesalahan dalam penulisan jangka waktu, 

angka yang merepresentasikan nilai uang, atau luas objek yang diperjualbelikan. 

Kedua, terdapat kesalahan pengetikan yang tergolong non-substantif, yang tidak 

berpengaruh pada makna utama dokumen atau Akta Otentik. Meskipun terdapat 

variasi dalam pemilihan kata, secara keseluruhan konteks kalimat tetap tidak 

berubah dari makna yang dimaksudkan. Sebagai contoh, kata "hukum" yang salah 

ketik menjadi "hukom." 

  Adanya kesalahan penulisan dalam Akta Otentik yang dikeluarkan oleh 

Notaris, baik yang bersifat tidak berpengaruh terhadap substansi maupun yang 

berpengaruh, dapat terjadi pada minuta akta. Jika kesalahan tersebut terdeteksi 

sebelum Akta Otentik di tandatangani, akta tersebut dapat segera diperbaiki melalui 

proses renvoi (perubahan). Prosedur perubahan atau renvoi ini diatur dalam Pasal 

48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). 

Menurut “Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Tahun 2014 Pasal 48 

ayat (1) menerangkan Notaris agar berhati-hati untuk tidak lalai atau membuat 

kesalahan dalam membuat Akta Otentik.” Pada “pasal 48 ayat (2) menerangkan 

terkecuali perubahan akibat kesalahan terhadap isi Akta Otentik maka dapat 

dirubah dan sah apabila diparaf atau diberi tanda pengsahan oleh Notaris, para 

penghadap dan saksi.”  Hal mengenai renvoi (perubahan) tersebut juga terdapat 

pada “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.” Setelah Notaris membacakan 

Akta Otentik dan semua pihak serta saksi menandatanganinya, Notaris 

mengeluarkan salinan Akta Otentik tersebut. Namun, kemudian ditemukan bahwa 
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terdapat kesalahan atau kelalaian dalam pengetikan pada dokumen yang telah 

diterbitkan oleh Notaris.  

Perubahan atau renvoi tersebut diatur dalam “Pasal 51 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menerangkan bahwa 

Notaris dapat atau berwenang melakukan pembetulan kesalahan pengetikan.” 

Dalam “Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 

(UUJN) menerangkan perubahan atau renvoi pada akta sah dan dapat dilakukan 

dengan diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, selama perubahan tersebut diparaf 

atau diberi tanda pengesahan lain oleh Notaris, para pihak penghadap dan saksi.” 

Namun dalam “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 

(UUJN) ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kesalahan pengetikan 

yang seperti apa, juga seberapa jauh perubahan yang dapat dilakukan pada akta 

Otentik baik itu kesalahan yang bersifat substantif maupun non-substantif.”  

 Revisi Akta Otentik bisa berpotensi merugikan jika perbaikan atas 

kesalahan pengetikan atau penulisan yang dilakukan oleh Notaris tidak mengikuti 

prosedur yang benar. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan pada kekuatan hukum 

Akta Otentik, di mana akta tersebut yang seharusnya bersifat Otentik menjadi akta 

yang tidak resmi. Hal ini menyebabkan para pihak yang terlibat rugi dalam hal 

administrasi seperti rugi pada waktu maupun biaya. Oleh karena itu perubahan pada 

Akta Otentik dalam hal terjadinya kesalahan pengetikan sebaiknya dilakukan sesuai 

dengan prosedur yang ada agar kekuatan hukum pada Akta Otentik tersebut tetap 

penuh. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti 

serta mengkaji dengan mengankat topik yang berjudul “UPAYA RENVOI 
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TERHADAP KESALAHAN PENGETIKAN MINUTA AKTA YANG DI 

BUAT OLEH NOTARIS.” 

 

B.  Rumusan Masalah 

Dengan mengacu pada penjelasan sebelumnya, penulis dalam penelitian ini 

akan mengeksplorasi sejumlah isu. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang 

akan dibahas: 

1. Bagaimanakah mekanisme atau prosedur upaya renvoi terhadap kesalahan 

pengetikan pada minuta akta yang dibuat oleh Notaris? 

2. Bagaimanakah upaya renvoi terhadap kesalahan pengetikan pada minuta 

akta yang dibuat oleh Notaris? 

 

C.  Ruang Lingkup 

 Agar terhindar dari meluasnya bahasan yang menyimpang dari penulisan 

dan juga mengingat akan keterbatasan pengalaman, kemampuan dan ilmu penulis. 

Penelitian ini hanya berfokus pada renvoi (perubahan) serta mekanisme atau 

prosedur renvoi (perubahan) sebelum dan setelah penandatangan Akta Otentik 

terhadap kesalahan pengetikan pada minuta akta yang dibuat oleh Notaris. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang praktik 

perbaikan Akta Otentik dalam konteks hukum yang berlaku.  

D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi syarat akademik, 

tetapi juga  bermanfaat  dan  berkontribusi  pada  pemecahan  masalah  nyata  dalam 

masyarakat. Berikut tujuan dan manfaat dari penelitian ini: 
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1. Tujuan 

a. Mengetahui mekanisme atau prosedur upaya renvoi terhadap kesalahan 

pengetikan pada minuta akta yang dibuat oleh Notaris. 

b. Mengetahui upaya renvoi terhadap kesalahan pengetikan pada minuta akta 

yang dibuat oleh Notaris. 

2. Manfaat 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap 

pengembangan teori hukum, khususnya pada bidang hukum Kenotariatan. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas pemahaman 

Masyarakat terhadap pentingnya keakuratan minuta akta yang dibuat oleh 

Notaris dalam hal terjadinya kesalahan pengetikan. 

E.  Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual dari penelitian ini mencakup beberapa komponen 

utama yaitu: 

1. Definisi Kesalahan Pengetikan 

Kesalahan dalam proses pengetikan seperti halnya meninggalkan kata atau ejaan 

disebut juga typo atau Typographical error. Contoh typo itu ada beberapa yaitu 

duplikasi sederhana, ketertinggalan, dan transposisi atau tertukarnya posisi 

huruf. 16  Pada hal ini menjelaskan jenis-jenis kesalahan pengetikan baik 

 
16 R. Gusdiwangsa 2019, Typographical Error, diakses dari https://elibrary.unikom. Ac.id 

/id/eprint/1355/8/12.%2010112363_RANGGA%20GUSDIWANGSA_BAB%202.pdf Pada 28 

September 2024, Pukul 10.49 WIB. 
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substantif maupun non-substantif serta dampaknya terhadap keabsahan Akta 

Otentik atau dokumen hukum. 

2. Regulasi Hukum 

Regulasi merujuk pada kumpulan ketentuan atau kebijakan yang dirancang 

untuk mengawasi atau mengendalikan perilaku individu, kelompok, atau 

lembaga dalam domain tertentu.17 Untuk memberikan kepastian hukum kepada 

masyarakat, sangat penting untuk merancang peraturan yang jelas dan terstruktur 

dengan baik.18  Pada hal ini menganalisis ketentuan dalam “Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya Pasal 48 dan 

Pasal 51, yang mengatur tentang renvoi (perubahan) dan pembetulan kesalahan 

pengetikan pada Akta Otentik atau dokumen hukum.” 

3. Prosedur Renvoi 

Renvoi adalah konsep dalam hukum internasional yang merujuk pada situasi di 

mana suatu negara mengacu pada hukum negara lain untuk menyelesaikan suatu 

perkara, tetapi hukum tersebut juga merujuk kembali ke hukum negara asal.19 

Renvoi (perubahan) dalam konteks Notaris merujuk pada prosedur perbaikan 

akta Notaris yang mengalami kesalahan. Terdapat dua jenis kesalahan yaitu 

substansial dan non-substansial. Perbaikan dilakukan melalui perubahan, 

penghapusan, atau penambahan informasi pada Akta Otentik, yang harus 

 
17  Pemerintah Provinsi Jambi, 2023, Regulasi Adalah: Pengertian Menurut Ahlinya, 

diakses dari https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/ Pada 28 

September 2024, Pukul 11.07 WIB. 
18 Wilma Silalahi, “Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi 

Hukum”, diakses dari http://repository.untar.ac.id/38347/1/Penataan%20Regulasi %20Berkualitas 

% 20Dalam%20Rangka%20Terjaminnya%20Supremasi%20Hukum.pdf Pada 28 September 2024, 

Pukul 11.01 WIB. 
19 J. P. M. de Vries, 2016, "Renvoi in Private International Law," Journal of Private Intern 

ational Law 12, No.2, 123-145. 

https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/
http://repository.untar.ac.id/38347/1/Penataan%20Regulasi%20%20Berkualitas%20%25%2020Dalam%20Rangka%20Terjaminnya%20Supremasi%20Hukum.pdf
http://repository.untar.ac.id/38347/1/Penataan%20Regulasi%20%20Berkualitas%20%25%2020Dalam%20Rangka%20Terjaminnya%20Supremasi%20Hukum.pdf
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diinisialisasi oleh semua pihak terkait, termasuk pihak penghadap, Notaris dan 

saksi. Jika perbaikan tidak diinisialisasi, Akta Otentik dapat dianggap tidak sah 

atau hanya memiliki kekuatan bukti sebagai akta privat, sehingga dapat 

menimbulkan tanggung jawab bagi Notaris.20  Hal ini menguraikan langkah-

langkah yang harus diambil oleh Notaris dalam melakukan renvoi (perubahan), 

termasuk kewajiban untuk memberitahu para pihak dan saksi. 

4. Akibat Hukum 

Konsekuensi hukum merujuk pada hasil yang muncul dari tindakan hukum yang 

dilakukan oleh individu atau entitas, baik dengan niat maupun tanpa 

kesengajaan. 21  Hasil tersebut dapat berupa penciptaan, perubahan, atau 

penghapusan kondisi hukum, serta mempengaruhi interaksi hukum antara pihak-

pihak yang terlibat. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli, terdapat hak dan 

kewajiban yang muncul untuk masing-masing pihak yang terlibat. 22  Akibat 

hukum  mencakup  sanksi  bagi  tindakan  melawan  hukum  yang  menunjukkan  

bahwa setiap tindakan memiliki dampak yang diatur oleh hukum. 23 Pada hal ini 

meneliti konsekuensi hukum bagi Notaris jika tidak mengikuti prosedur renvoi.  

F. Review Studi Terdahulu yang Relavan 

 Karya ini adalah hasil asli dari penulis dan tidak ada unsur peniruan atau 

pengambilan ide dari karya orang lain. Berdasarkan metode dan permasalahan 

 
20 Alfatahri, M., Yahya, A. and M. 2022, “The Responsibility of the Notary Regarding the 

Fulfillment of the Elements of Article 41 of the Notary Office Law.” Beijing Law Review, No.13, 81-

96. doi: 10.4236/blr.2022.131005. 
21 R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.295. 
22 Ridwan Halim, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

hlm. 56. 
23 Jazim Hamidi, 2006, Revolusi Hukum Indonesia, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra 

Media, hlm.200. 
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dalam penelitian ini, berikut merupakan penelitian yang sejenis atau relevan yang 

penulis jadikan referensi dalam penelitian ini.  

  Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Pembahasan 

Penelitian 

Terdahulu 

Perbedaan 

dengan 

Penelitian 

Penulis saat 

ini 

1  Made Ciria 

Angga 

Mahendra, 

Universitas 

Udayana, Tesis 

(2019) 

Akibat Hukum 

Terhadap 

Kesalahan Ketik 

Pada Akta yang 

Dibuat Notaris 

 

Tesis ini 

mengangkat isu 

mengenai 

kewajiban Notaris 

terkait kesalahan 

pengetikan (typo) 

pada minuta akta 

yang mereka buat, 

serta implikasi 

hukum yang 

muncul akibat 

kesalahan ketik 

tersebut pada 

dokumen akta 

yang telah 

disusun oleh 

Notaris. 

 

Penelitian ini 

berfokus 

pada analisis 

mengenai 

upaya 

mekanisme 

atau prosedur 

upaya renvoi 

terhadap 

kesalahan 

pengetikan 

dalam minuta 

akta yang 

dibuat oleh 

Notaris 

2 Kuntum Chaira 

Annisa, 

Universitas 

Andalas, Skripsi 

(2019) 

Tanggung jawab 

Notaris Terhadap 

Perbedaan Isi 

Minuta Akta 

Dengan Salinan 

Yang Telah 

Diberikan Kepada 

Para Pihak 

Skripsi ini 

mengangkat isu 

tentang kewajiban 

Notaris ketika 

terdapat 

ketidaksesuaian 

antara isi minuta 

dan salinan yang 

telah diserahkan 

kepada pihak-

pihak terkait. 

Serta membahas 

konsekuensi 

Penelitian ini 

berfokus 

pada analisis 

mengenai 

upaya 

mekanisme 

atau prosedur 

upaya renvoi 

terhadap 

kesalahan 

pengetikan 

dalam minuta 

akta yang 
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hukum yang 

mungkin timbul 

akibat perbedaan 

antara isi minuta 

akta dan salinan 

akta yang telah 

diberikan 

 

dibuat oleh 

Notaris 

 

G.  Metode Penelitian 

 Metodologi penelitian merujuk pada serangkaian langkah terencana dan 

terstruktur yang diterapkan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi informasi, 

dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan dalam suatu penelitian. Ini adalah 

pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan untuk 

tujuan tertentu.24  Kata "metodologi" merupakan gabungan dari dua frasa, yaitu 

"metode" dan "logi." Istilah "metode" berasal dari bahasa Yunani "metodhos," yang 

terdiri dari dua bagian yaitu "meta," yang berarti arah atau mengikuti, dan "hodos," 

yang berarti jalan atau cara. Sementara itu, "logi" mengacu pada pengertian ilmu 

atau pengetahuan.25 Metodologi mencakup langkah-langkah yang harus diambil 

peneliti, mulai dari pemilihan topik hingga analisis hasil.26 Terdapat berbagai jenis 

metodologi, termasuk kualitatif dan kuantitatif, yang masing-masing memiliki 

pendekatan dan teknik pengumpulan data yang berbeda. 27  Pada penelitian ini 

 
24  Sugiyono, 2017 "Metodologi Penelitian," dalam Metodologi Penelitian, Bandung: 

Penerbit Alfabeta, hlm.15. 
25 Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. 

Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm.25. 
26  Nawawi, 2020, "Metodologi Penelitian," dalam Ilmu tentang Metode. Yogyakarta: 

Gadjah Mada Press, hlm.13. 
27  Muhammad Nasir, 2019, "Peranan Metode Penelitian," dalam Kegiatan Ilmiah, 

Yogyakarta: Penerbit Universitas Islam Indonesia (UII), hlm.23. 



15 
 

penulis menggunakan metodelogi kualitatif yaitu berfokus pada fenomena sosial 

dan perilaku manusia, Menggunakan data deskriptif, seperti observasi, dokumen, 

dan wawancara untuk menggali perspektif individu ataupun kelompok. 

1.  Jenis Penelitian 

 Soerjono Soekanto mengatakan bahwa “penelitian hukum sebagai suatu 

kegiatan ilmiah yang sistematis dan terencana untuk mempelajari gejala hukum 

tertentu dengan cara menganalisis fakta dan mencari solusi terhadap masalah yang 

timbul.”28 Dalam studi ini, penulis mengadopsi pendekatan yuridis normatif yang 

didukung dengan data empiris, bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek terkait 

penerapan norma-norma dan hukum tertentu dalam praktik sehari-hari. 

 Studi ini dilakukan dengan menganalisis literatur yang relevan, ditambah 

dengan penggunaan data sekunder, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin 

yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Didukung juga dengan data empiris 

melalui observasi dan wawancara pada praktik Notaris dalam menangani kesalahan 

pengetikan, serta bagaimana mekanisme atau prosedur Notaris melakukan 

perubahan atau renvoi dalam hal kesalahan pengetikan pada minuta akta. 

2.  Sumber Data 

 Dalam penelitian ini, penulis mengandalkan berbagai sumber informasi 

untuk mendukung penulisan. Data yang digunakan diambil dari subjek atau objek 

tertentu yang memberikan informasi relevan. Penulis mengumpulkan data dari tiga 

kategori bahan hukum yang berbeda untuk tujuan penelitian ini, yaitu: 

 
28  Soerjono Soekanto, 1986, “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta: Universitas 

Indonesia Pers, hlm.43. 
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a.  Bahan Hukum Primer 

Sumber hukum utama adalah elemen penting dalam studi hukum. Sumber 

hukum ini terdiri dari berbagai norma hukum yang memiliki kekuatan 

mengikat di dalam masyarakat, 29  seperti “Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-

Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta wawancara.” 

b. Bahan Hukum sekunder 

 Bahan hukum sekunder adalah referensi yang memberikan keterangan lebih 

lanjut tentang bahan hukum primer.30 Sumber hukum sekunder diperoleh dari 

literatur dan hasil penelitian yang telah mendapatkan pengakuan dan akreditasi. 

Sumber ini mencakup karya-karya yang dihasilkan oleh para profesional di 

bidang hukum, penelitian, serta publikasi yang berkaitan dengan aspek-aspek 

hukum. Contoh sumber hukum sekunder termasuk artikel dari jurnal hukum, 

buku-buku yang ditulis oleh para pakar hukum, putusan pengadilan, serta 

analisis kasus-kasus hukum dan pandangan dari para akademisi. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 Sumber hukum tersier adalah sumber yang berfungsi sebagai pelengkap, 

memberikan penjelasan atau informasi tambahan terhadap sumber hukum 

utama dan sekunder. Dalam konteks penelitian ini, beberapa contoh sumber 

 
29 Universitas Indonesia Library, Metode Penelitian, diakses dari https://lib.ui.ac.id/file? 

file=digital/old7/122835-PK%20IV%202128.8263-Analisis%20terhadap-Metodologi.pdf Pada 29 

September 2024, Pukul 10.19 WIB. 
30 Hukum Online, Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum, diakses dari https://ww 

w.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/ Pada 

29 September 2024, Pukul 10.23 WIB. 

https://lib.ui.ac.id/file?%20file=digital/old7/122835-PK%20IV%202128.8263-Analisis%20terhadap-Metodologi.pdf
https://lib.ui.ac.id/file?%20file=digital/old7/122835-PK%20IV%202128.8263-Analisis%20terhadap-Metodologi.pdf
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hukum tersier yang dapat dimanfaatkan termasuk kamus hukum, kamus besar 

bahasa Indonesia, dan pencarian informasi di internet.31 

3.  Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam setiap studi penelitian. 

pengumpulan data yang nantinya data ini akan di butuhkan untuk landasan 

penelitian. Penulis menggunakan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan tiga metode, yakni: 

a. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai macam dokumen 

yang ada. Penelitian ini juga melibatkan tinjauan pustaka yang mencakup buku, 

skripsi, tesis, jurnal, disertasi, dan peraturan hukum. Proses ini dilakukan melalui 

pengamatan-pengamatan, pembacaan, dan pengumpulan informasi, diikuti 

dengan analisis secara teoritis untuk mengatasi isu yang diangkat dalam 

penelitian ini. 

b. Observasi 

  Observasi yaitu melalui proses pengamatan prilaku dan fenomena langsung di 

lapangan tentang apa yang terjadi. Data dari observasi ini akan memperkuat data 

yang ada. 

   c. Wawancara 

Wawancara dilaksanakan sebagai metode untuk mengidentifikasi isu-isu yang 

akan diteliti dalam penelitian ini. Penulis menggunakan kuisioner yang 

 
31 Repository UIB, Bab III Metode Penelitian, diakses dari https://repository. uib. Ac .id 

/1141/6/S_1451070_chapter3 pdf, Pada 29 September 2024, Pukul 10.35 WIB. 
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disampaikan langsung kepada responden guna memperoleh informasi yang lebih 

komprehensif. 

4.  Analisis Data 

 Analisis  data  adalah  proses  investigasi  yang  bertujuan  untuk  memahami  

alasan, situasi, dan kondisi aktual terkait suatu peristiwa. Dalam studi ini, penulis 

menerapkan metode analisis deskriptif. Proses analisis melibatkan pemeriksaan 

peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum primer, yang kemudian 

dikaitkan dengan sumber hukum sekunder seperti jurnal, buku, putusan pengadilan, 

dan pendapat para ahli. Ini akan diselaraskan dengan isu-isu hukum yang menjadi 

fokus penelitian penulis. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan 

pendekatan kualitatif, di mana informasi tersebut akan disusun secara terstruktur.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deduktif untuk 

menarik kesimpulan. Metode ini melibatkan proses berpikir yang dimulai dari 

pernyataan umum dan kemudian diterapkan pada situasi atau masalah yang lebih 

spesifik. Metode deduktif seluruh dokumen hukum yang ada dan sudah 

dikumpulkan akan di analisis oleh penulis sesuai dengan isu atau permasalah yang 

penulis kaji dalam penelitian ini. 

H. Sistematika Penulisan 
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Pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang, permasalahan, 

ruang lingkup, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka 

konseptual, review studi terdahulu yang relavan, metode penelitian, 

serta sistematika penulisan. 
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